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ABSTRAK 
Artikel ini bertujuan memberikan gambaran strategi dalam pemberantasan 
korupsi melalui pendekatan keluarga yang dilakukan KPK, serta peluang 
pengembangan strategi dengan mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai elemen 
terpenting dalam gerakan sosial. Metode penelitian menggunakan studi pustaka 
bersumber dari berbagai peraturan dan kebijakan terkait korupsi, artikel 
penelitian, serta media massa. Korupsi merupakan kejahatan terhadap 
kemanusiaan karena berdampak besar terhadap masyarakat. Perilaku korupsi 
dapat mengurangi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil 
dan memuaskan serta dapat menghilangkan hak-hak masyarakat untuk 
memperoleh kesejahteraan yang layak. Saat ini perilaku korupsi telah menjalar 
ke dalam lingkup keluarga di mana terdapat pelaku korupsi yang berasal dari 
satu keluarga. Padahal, keluarga merupakan pondasi utama dalam pembentukan 
nilai-nilai positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika selama ini 
upaya pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik hanya dilakukan 
melalui perbaikan sistem untuk membatasi dan menutup celah pelaku korupsi, 
maka saat ini KPK telah mengembangkan suatu gerakan sosial berbasis keluarga 
untuk memberantas korupsi. 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper is to provide an overview of the strategy to eradicate 
corruption through a family approach promoted by the KPK. This paper is a 
literature study referes to anti-corruption policies, websites, research reports as 
well as press articles. Corruption is a crime against humanity because of its 
enormous impact on society. Corruption behavior deprives community’s rights 
of appropriate and satisfying services and eliminates the rights of the community 
to obtain welfare. Currently, corruption behavior has spread to families where 
there are several corruptors who come from same family. In fact, the family is the 
main foundation in the formation of positive values in the community and state. 
Previously, the efforts to eradicate corruption in the public service sector have 
only been done through improving the system to limit and close the corruption 
opportunity. After that, the KPK has developed a family-based social movement 
to eradicate corruption. 
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PENDAHULUAN  
Sejak era reformasi, korupsi menjadi kejahatan yang mendapat perhatian dari 
masyarakat luas dan mendapatkan perhatian untuk ditangani secara serius. Perhatian 
yang besar terhadap kejahatan korupsi dikarenakan dampak yang luar biasa terhadap 
masyarakat dan negara akibat perilaku korupsi. Secara umum korupsi merupakan 
penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pribadi atau orang lain [1]. Lebih jauh 
lagi, korupsi dianggap sebagai perbuatan busuk dan merupakan salah satu dari sekian 
banyak penyakit sosial. 
Pada sektor pelayanan publik, perilaku korupsi dapat mengurangi hak-hak 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan memuaskan. Pada lingkup yang 
lebih luas, perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara dapat 
menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat dan menghilangkan hak-hak masyarakat 
untuk memperoleh kesejahteraan yang layak [2][3]. Oleh karena itu, maka tidak heran 
jika kejahatan korupsi dapat dikatakan hanya sekedar isu moral semata tetapi juga dapat 
disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 
Pada saat ini, perilaku korupsi telah menjalar ke dalam lingkup keluarga di mana 
terdapat beberapa pelaku korupsi yang berasal dari satu keluarga [4]. Padahal, keluarga 
merupakan pondasi utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik atau 
buruknya karakter suatu bangsa, banyak ditentukan oleh konsep pendidikan dan interaksi 
di dalam keluarga. Namun, kenyataan yang terjadi sekarang adalah perilaku korupsi yang 
melibatkan keluarga semakin banyak dan beragam. Sejumlah kasus korupsi bahkan 
memanfaatkan keluarga dalam hal tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Selain 
itu, terdapat pula kasus korupsi di mana keluarga sebagai pendorong dari perilaku 
korupsi itu sendiri [5]. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya fakta dari KPK, 
menunjukkan bahwa pada saat ini banyak pelaku korupsi yang berusia relatif muda yaitu 
di bawah 35 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat regenerasi pelaku korupsi  
[6]. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pada level masyarakat sampai lingkup yang 
terkecil yaitu keluarga, tidak mampu secara optimal memainkan perannya sebagai wadah 
penanaman nilai-nilai awal anti korupsi. Korupsi di dalam keluarga seharusnya dapat 
dicegah jika masing-masing anggota keluarga berani untuk membentengi diri dan 
anggota keluarganya dengan nilai-nilai anti korupsi. Namun, untuk mencapai hal 
tersebut, diperlukan adanya suatu dorongan yang mampu menggerakkan masyarakat 
sampai dengan level terkecil untuk memerangi korupsi. 
KPK telah berupaya mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang lebih 
masif terkait dengan pencegahan perilaku korupsi. Setelah fokus pada hanya perbaikan 
sistem untuk menutup celah terjadinya korupsi, KPK juga mencoba untuk 
mengembangkan berbagai upaya yang dilakukan dan ditujukan kepada individu dan 
masyarakat luas. Salah satu upaya yang dikembangkan KPK merupakan pencegahan 
terjadinya korupsi melalui pendekatan keluarga dengan fokus pada penanaman nilai-nilai 
kejujuran dalam keluarga [7]. Selain itu, KPK juga telah membuat suatu panduan 
pelaksanaan program pencegahan korupsi berbasis keluarga yang didasarkan pada hasil 
baseline study di 2 (dua) kota yaitu Prenggan dan Solo. Namun, upaya yang dilakukan 
oleh KPK masih belum menyeluruh dan optimal sehingga belum mampu mengurangi 
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secara signifikan kasus korupsi yang terjadi di masyarakat. Strategi pemberantasan 
korupsi dengan pendekatan keluarga adalah salah satu contoh di mana upaya KPK lebih 
terfokus pada penanaman nilai-nilai kejujuran di dalam keluarga. Padahal terdapat 
beberapa aspek lain yang dapat dipertimbangkan dan digali dengan lebih mendalam 
terkait dengan fungsi keluarga sebagai garda terdepan untuk mencegah perilaku korupsi 
di masyarakat. Oleh karena itu, KPK dirasa perlu mengembangkan suatu konsep gagasan 
yang lebih menyeluruh dan terarah dalam rangka penanaman nilai-nilai anti korupsi 
melalui optimalisasi fungsi keluarga sebagai bagian dari gerakan sosial.  
 
Gambar 1. Kasus Korupsi Melibatkan Keluarga Yang Ditangani oleh KPK [7] 
 
Perhatian dan kajian terhadap upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan 
keluarga dirasa masih sangat minim. Hal tersebut ditandai dengan sulitnya menemukan 
kajian ataupun penelitian mengenai hal tersebut. Padahal perhatian secara luas terhadap 
strategi pemberantasan korupsi berbasis keluarga memainkan peranan penting di dalam 
memberikan dorongan lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih 
aktif dalam program anti korupsi. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk memberikan tinjauan terhadap strategi pemberantasan korupsi 
melalui pendekatan keluarga yang sedang dijalankan oleh KPK dan peluang terhadap 
pengembangan dari strategi dimaksud dengan cara optimalisasi fungsi keluarga sebagai 
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METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode deskriptif 
kualitatif melalui studi kepustakaan atau library research. Pada metode studi pustaka, 
penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, baik dari dokumen resmi 
pemerintah, sumber dari lembaga nasional maupun internasional, serta sumber lain yang 
relevan dengan studi ini.  Studi pustaka melibatkan sejumlah tahapan kegiatan yaitu 
mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah dan menganalisa 
bahan penelitian [8]. 
Tahap pertama, pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan 
optimalisasi fungsi keluarga sebagai strategi pemberantasan korupsi melalui data-data 
pendukung yang bersumber dari dokumen peraturan, jurnal penelitian baik nasional 
maupun internasional, buku-buku penunjang, serta artikel di berbagai media online. 
Tahap kedua, penulis menelusuri, mencatat, dan membaca berbagai temuan terkait 
pembahasan peraturan maupun kebijakan terkait dengan strategi pemberantasan korupsi 
yang terdapat pada pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun berita di media massa. 
Selanjutnya, penulis memadukan segala bentuk hasil temuan, baik teori, model maupun 
konsep strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai level, termasuk di 
level keluarga. Tahap ketiga, penulis melakukan analisa dan membuat ulasan kritis pada 
setiap temuan dari berbagai sumber literatur.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Gerakan Sosial Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sesuai amanat UU nomor 30 
tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai jawaban atas 
hambatan yang ada pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini. Selain 
mendapat amanat untuk melakukan langkah penindakan, KPK juga diberi mandat untuk 
melakukan tindakan pencegahan korupsi. Selama ini, upaya pencegahan maupun 
pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik dilakukan melalui perbaikan sistem 
dan managemen dalam rangka membatasi dan menutup celah pelaku korupsi. Program-
program peningkatan integritas juga merupakan upaya alternatif dalam rangka dengan 
sasaran individu dan masyarakat luas [9]. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan 
tersebut ternyata belum mencapai hasil maksimal jika tidak disertai dengan suatu konsep 
sosial dan budaya yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap mental 
anti korupsi di tengah masyarakat. Sehubungan dengan hal tesebut, maka diperlukan 
suatu gerakan sosial yang mengakar, berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang yang 
mengusung nilai anti korupsi, bukan hanya gerakan yang sifatnya jargon atau kampanye 
yang sifatnya jangka pendek.  
Upaya pemberantasan korupsi, gerakan sosial (social movement) yang luas dan 
mendalam diperlukan untuk memangkas korupsi yang terlihat maupun tidak terlihat. 
Gerakan tersebut merupakan upaya masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan 
koreksi terhadap kondisi yang ada dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih 
baik. Adapun hasil akhir yang diharapkan dari gerakan sosial tidak hanya sebatas 
perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat, tetapi juga memunculkan 
tatanan sosial baru yang bebas dari korupsi. Diharapkan gerakan sosial ini dapat 
mewujudkan budaya masyarakat Indonesia yang lebih berintegritas.  
Terkait dengan mewujudkan masyarakat yang memiliki integritas dan mematuhi 
hukum, terdapat 2 (dua) model kepatuhan, yaitu kepatuhan instrumental dan kepatuhan 
normatif. Kepatuhan instrumental adalah suatu reaksi yang diawali dengan oleh 
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keinginan untuk menghindari hukuman ataupun agar mendapatkan ganjaran yang 
positif. Sedangkan, kepatuhan normatif rasa tanggung jawab dari dalam diri sendiri 
untuk patuh terhadap hukum karena dirasa sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh 
seseorang [10]. Dalam konteks pencegahan korupsi, kepatuhan secara normatif akan 
lebih efektif dengan pertimbangan bahwa seseorang akan menghindar dari perbuatan 
melawan hukum hanya karena takut akan hukuman, namun lebih kepada orang tersebut 
merasa bahwa tindakannya adalah benar dan sesuai dengan nilai yang diyakininya.  
Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berintegritas dan taat hukum 
berbasis nilai (value based), focus perhatian utama hendaknya didasarkan pada upaya 
untuk menggerakkan masyarakat dari dalam dirinya sendiri [11]. Hal tersebut penting 
sebagai landasan utama di dalam gerakan sosial pencegahan korupsi berbasis 
masyarakat yang lebih mengakar, berkelanjutan, dan bertujuan jangka panjang. 
Pencegahan oleh masyarakat (civil society prevention) seharusnya mendapatkan porsi 
perhatian yang lebih besar di dalam menciptakan tatanan masyarakat yang taat hukum 
berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya [12]. Gerakan berbasis sosial masyarakat ini juga 
mendatangkan efek yang lebih besar karena meskipun berbiaya relatif murah, namun 
memiliki daya jangkau atau pengaruh yang luas jika digarap dengan serius. 
 
Strategi Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Keluarga 
Keluarga merupakan tempat pertama individu mendapatkan pendidikan sekaligus 
merupakan pondasi awal dalam pembentukan karakter. Ibarat sebuah rumah, bangunan 
yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah, pondasi yang kuat akan membuat rumah 
tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. Rumah juga merupakan tempat 
penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kalinya. Oleh karena itu, keluarga 
menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan sikap anti 
korupsi di Indonesia [13]. Penanaman sikap anti korupsi berbasis keluarga sangat 
diperlukan karena hampir sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa tindak 
pidana korupsi hanya terjadi pada kelompok keluarga atau masyarakat yang memiliki 
kekuasaan dan jabatan. 
Keluarga yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya merupakan 
unsur terkecil di dalam masyarakat. Bila melihat peran keluarga dalam membentuk 
karakter seseorang, maka semua anggota keluarga mempunyai andil yang sama. Peran 
ayah dan ibu sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga menjadi sangat sentral, 
terutama peran ibu, karena sebagian waktu anak dihabiskan di rumah. Orang tua 
merupakan pihak yang pertama dan utama di dalam melakukan internalisasi nilai-nilai 
terhadap anak [14]. Dari keluarga, penanaman nilai-nilai karakter termasuk di dalamnya 
nilai kejujuran dan anti korupsi diteladani anak dari perilaku orangtuanya. 
Hasil baseline studi dari KPK [7] menekankan pentingnya peran pendidikan baik 
secara formal maupun informal di dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama ini, 
fokus perhatian utama pencegahan perilaku korupsi adalah pada tatanan pendidikan 
formal di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Padahal upaya penanaman nilai-nilai di 
anti korupsi pada lingkup pendidikan informal terutama di dalam keluarga tidak kalah 
penting dan menjanjikan hasil yang lebih maksimal karena keluarga memiliki peran yang 
signifikan di dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai positif. Karakter 
dan nilai-nilai moral tersebut amat penting sebagai elemen dasar untuk membentuk 
masyarakat yang anti korupsi. Sebagai tambahan, memperkuat pandangan bahwa 
struktur sosial dan budaya memainkan peran penentu terhadap korupsi [15]. Hasil 
penelitian tersebut juga mengkonfirmasi bahwa upaya-upaya anti korupsi harus 
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mempertimbangkan konteks budaya atau nilai di masyarakat dalam rangka efektivitas 
upaya tersebut. 
Sejak beberapa tahun belakangan, KPK telah melakukan beberapa upaya 
pemberantasan korupsi melalui pendekatan keluarga. Selain melalui sosialisasi dan 
kampanye terbuka kepada masyarakat, yang terbaru adalah KPK telah meluncurkan 
panduan pelaksanaan program pencegahan korupsi berbasis keluarga. Adapun panduan 
tersebut ditujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya sebagai 
hasil dari baseline study yang dilakukan oleh KPK di Prenggan dan Solo sekaligus 
sebagai lokasi pilot project. Program pendekatan keluarga tersebut dirancang sedekat 
mungkin dengan nilai dan norma masyarakat setempat serta dilakukan pada masyarakat 
yang homogen atau memiliki karakteristik penduduk yang relatif sama [16]. Terdapat 
keuntungan jika program dirancang sesuai dengan budaya setempat, yaitu sasaran 
program akan lebih terfokus dan program akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. 
Namun di sisi lain terdapat sejumlah kekurangan jika program disesuaikan dengan 
budaya setempat yaitu program menjadi lebih tidak flexible dan tidak dapat 
diimplementasikan di tempat lain. Selain itu, proses intervensi akan membutuhkan usaha 
dan biaya yang cukup besar untuk mengimplementasikan di tempat lain karena terlebih 
dahulu harus dilakukan kajian untuk mencari informasi dasar mengenai situasi setempat, 
termasuk persepsi keluarga dan masyarakat terhadap korupsi. Intervensi tersebut belum 
dapat dilakukan di masyarakat yang heterogen karena dikhawatirkan akan terlalu banyak 
faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat keberhasilan program [16]. Pada 
akhirnya, upaya pencegahan korupsi dengan pendekatan keluarga ini diproyeksikan agar 
menjadi program bersama milik masyarakat di mana nantinya akan timbul kesadaran 
bersama mengenai pentingnya mewujudkan generasi masyarakat yang jujur.  
 
Gambar 2. Bagan Intervensi Pembangunan Budaya Anti Korupsi [7] 
 
Pada tahap intervensi program berbasis keluarga di Prenggan dan Solo, KPK 
memilih keluarga yang memiliki anak usia 4-9 tahun sebagai target prioritas program 
dengan tujuan agar anak dapat terpapar dan terinternalisasi nilai-nilai anti korupsi, 
terutama nilai kejujuran. Intervensi dilakukan dengan cara pemberian materi kepada 
orang tua mengenai nilai kejujuran dan pembekalan keterampilan kepada orang tua 
dalam melakukan internalisasi nilai tersebut ke anak-anaknya. Orang tua dibekali dengan 
media dan alat peraga edukasi untuk membiasakan anak berperilaku jujur. Program 
pencegahan korupsi dengan pendekatan keluarga disusun dengan harapan agar orang tua 
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kembali menjalankan sejumlah fungsi keluarga, setidaknya 3 dari 8 fungsi keluarga yaitu 
fungsi sosialisasi nilai, fungsi afeksi, dan fungsi identitas social [16]. Sehubungan dengan 
hal tersebut, diharapkan pada masa mendatang akan terbentuk generasi masyarakat 
Indonesia yang jujur dan bebas dari perilaku korupsi. 
 
Optimalisasi fungsi keluarga di dalam penerapan nilai-nilai anti korupsi  
Secara umum, keluarga merupakan satuan terkecil sebagai inti dari sistem sosial 
yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur berbagai 
unsur sistem sosial manusia. Berdasarkan UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mendefinisikan keluarga sebagai unit 
terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, 
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga sebagai wahana untuk mendidik, 
mengasuh dan sosialisasi anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar 
dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan 
dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera. Keluarga 
merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena 
dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta 
cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan 
berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia [17]. Pendidikan 
yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk 
mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah. Dengan begitu seharusnya pendidikan anti 
korupsi sudah layaknya ditanamkan dalam diri setiap anggota keluarga. 
Korupsi sudah menjadi sebuah perhatian khusus bagi masyarakat karena itu 
dibutuhkan obat yang tepat untuk mengurangi korupsi. Butuh penanganan yang bersifat 
berjangka panjang dalam mengurangi perilaku antikorupsi. Di dalam kerangka 
mengoptimalisasi peran keluarga agar dapat aktif melakukan pemberantasan korupsi 
dalam perspektif pencegahan korupsi, maka perlu dibangun suatu sikap anti korupsi. 
Syarat utamanya adalah lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK harus memiliki 
informasi awal berupa pemetaan kondisi keluarga, persepsi terhadap korupsi dan 
perilaku sehari-hari terhadap korupsi. Selain itu, informasi tersebut diharapkan juga 
dapat memuat data mengenai pola interaksi dan komunikasi di dalam keluarga sehingga 
nantinya dapat dirumuskan strategi komunikasi yang tepat di dalam membangun nilai-
nilai anti korupsi di dalam keluarga. Informasi dimaksud nantinya akan dapat dijadikan 
rujukan di dalam penyusunan strategi pemberantasan korupsi berbasis keluarga yang 
lebih efektif dan tepat sasaran. Pada dasarnya, KPK telah melakukan baseline study 
dalam rangka penyusunan konsep intervensi program pembangunan budaya antikorupsi 
berbasis keluarga di Prenggan dan Solo yang juga merupakan lokasi pilot project [18],. 
Namun, dikarenakan scope pada baseline study yang terlalu sempit yaitu hanya di 2 (dua) 
kota, maka hasil dari baseline study tadi tidak dapat digeneralisir dan digunakan untuk 
daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Hasil baseline study juga menyatakan 
bahwa institusi sosial yang mempengaruhi anak tidak hanya orang tua, tetapi juga 
pendidikan formal, media massa, peer-group dan very important person (nenek, kakek, 
ataupun orang lain di luar keluarga inti) [7]. Adapun terkait intervensi yang dilakukan 
oleh KPK tesebut belum ada literature yang membahas temuan ataupun hasil akhirnya.  
Terkait dengan intervensi yang dilakukan KPK dengan pendekatan keluarga di 
Prenggan dan Solo, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan fokus di dalam rangka 
pengembangan, terutama yang terkait dengan fungsi-fungsi keluarga. Pendekatan 
keluarga dalam rangka pemberantasan korupsi dapat dikatakan berhasil jika fungsi-
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fungsi keluarga berjalan dengan sebagaimana mestinya demi mencapai hasil yang 
diinginkan yaitu membentuk generasi anti korupsi. Menurut BKKBN dan sesuai dengan 
yang tertuang di Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan 
Pembangunan Keluarga Sejahtera, terdapat 8 fungsi utama di dalam keluarga, yaitu: 1) 
fungsi keagamaan; 2) fungsi cinta kasih; 3) fungsi reproduksi; 4) fungsi perlindungan; 5) 
fungsi sosial budaya; 6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; 7) fungsi ekonomi; 8) fungsi 
pelestarian lingkungan [19]. Namun, dari 8 (delapan) fungsi keluarga tersebut, hanya 3 
(tiga) yang menjadi fokus perhatian KPK yaitu fungsi identitas sosial, fungsi 
afeksi/perlindungan, dan fungsi sosialisasi/pendidikan [20].  
 
 
Gambar 3. Delapan Fungsi Keluarga [19] 
 
Hasil pada baseline study memperlihatkan intervensi pada level keluarga 
menekankan aspek keluarga sebagai tempat berlindung (fungsi afeksi) di mana keluarga 
diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman, nyaman, serta kehangatan. Keluarga 
terutama orang tua juga diharapkan sebagai role model dalam pembentukan identitas 
sosial anak, baik dalam bertutur kata maupun bertindak. Selain itu, fungsi keluarga lain 
yang berupaya ditonjolkan pada intervensi dengan pendekatan keluarga oleh KPK adalah 
fungsi pendidikan di mana orang tua diharapkan menjadi tenaga pendidik serta 
pendorong anak di dalam menerapkan nilai-nilai positif di rumah dan di masyarakat. 
Ketiga fungsi keluarga tersebut berjalan berkesinambungan dalam rangka mendukung 
proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi di level keluarga. Namun, jika dicermati 
dengan lebih mendalam, terdapat 3 (tiga) fungsi keluarga lain yang dapat 
dipertimbangkan untuk digarap menjadi suatu program intervensi dalam rangka 
optimalisasi penerapan nilai-nilai antikorupsi. Ketiga fungsi tersebut adalah fungsi 
agama, fungsi cinta kasih, dan fungsi ekonomi. 
Fungsi tambahan pertama yang dapat dijadikan peluang pengembangan strategi 
dengan pendekatan keluarga dalah fungsi agama. Fungsi agama wajib diterapkan dalam 
keluarga karena keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal agama. 
Keluarga diharapkan dapat menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan 
nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa. 
Dalam lingkup pemberantasan korupsi, upaya menghidupkan fungsi agama bertujuan 
agar seluruh anggota keluarga makin bertambah keimanannya kepada Tuhan Yang Maha 
Esa sehingga segala tindak tanduk seluruh anggota keluarga diharapkan akan lebih 
terjaga. Penerapan fungsi agama akan sangat membantu dalam internalisasi nilai-nilai 
antikorupsi dikarenakan perilaku anggota keluarga akan lebih terkontrol mengingat 
keimanan kepada Tuhan akan mendorong manusia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh 
agamanya, termasuk perilaku korupsi. 
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Fungsi tambahan kedua adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Seorang anak 
berhak mendapatkan cinta kasih dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Dengan 
kasih sayang orang tuanya, anak belajar bukan hanya menyayangi tetapi juga belajar 
menghargai orang lain. Selain itu rasa cinta dan kasih sayang akan menumbuhkan trust 
atau rasa percaya pada setiap anggota keluarga melalui contoh-contoh keteladanan yang 
dilakukan oleh orang tua. Dalam rangka pemberantasan korupsi, membangun 
kepercayaan sangat penting nilainya karena hal tersebut sebagai awal dari pembiasaan 
nilai kejujuran di dalam keluarga. Jika terdapat anggota keluarga terbukti melakukan 
tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup rumah tangga maupun sosial, maka 
selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai anggota keluarga 
tersebut. Sebagai akibatnya anggota keluarga akan selalu mengalami kesulitan dalam 
menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan 
bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap orang tersebut yang terlihat berbuat 
curang atau tidak jujur. 
Fungsi tambahan ketiga adalah fungsi ekonomi. Adapun fungsi ekonomi adalah 
bagaimana keluarga mengupayakan pendapatan yang cukup untuk membiayai kehidupan 
sehari-hari keluarga. Hasil akhir dari fungsi ekonomi adalah meningkatkan ketahanan 
keluarga dan membuat keluarga menjadi sejahtera. Namun, untuk konteks 
pemberantasan korupsi, sumber pendapatan perlu ditekankan bukan berasal dari hasil 
korupsi. Cara mendapatkan harta secara halal oleh orang tua dapat menjadi sarana 
pendidikan antikorupsi dalam keluarga. Keteladanan kedua orang tua, merupakan sarana 
efektif dalam mendidik anak. Akan sangat sulit mengharapkan lahirnya generasi 
antikorupsi jika pemasukan keluarga berasal dari hasil korupsi karena apa yang 
dilakukan seorang anak adalah cerminan dari apa yang ada di lingkungannya, terutama 
orang tua. Membiasakan diri dengan pendapatan yang halal adalah keteladanan 
antikorupsi bagi anak. 
Selain pemanfaatan fungsi dalam keluarga, hasil baseline studi juga menyatakan 
bahwa selain keluarga inti, terdapat anggota keluarga lain sebagai very important person 
yang mempengaruhi perilaku anak [7]. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan 
tinggal bersama di dalam keluarga besar (extended family) bersama dengan kakek, nenek, 
paman ataupun bibi. Sehubungan dengan hal tersebut, strategi pencegahan korupsi 
dengan pendekatan keluarga juga harus memperhitungkan keberadaan extended family 
tersebut. Keberadaan anggota keluarga tambahan tersebut memungkinkan perbedaan 
cara intervensi. Sebagai contoh, keberadaan kakek atau nenek selain orang tua kandung 
akan mempengaruhi pola komunikasi terhadap anak dan proses pengambilan keputusan 
di dalam keluarga. Terdapat kecenderungan bahwa kakek atau nenek akan lebih permisif 
terhadap perilaku cucu-cucunya [21]. Oleh sebab itu, anggota keluarga tambahan 
tersebut, terutama yang memiliki pengaruh cukup besar di keluarga, juga perlu untuk 
diberikan materi ataupun keterampilan dalam rangka internalisasi nilai-nilai anti korupsi 
di dalam keluarga. 
Keterlibatan instansi atau lembaga lain yang selama ini berkecimpung pada 
aspek masyarakat dan keluarga adalah sangat diperlukan demi keberhasilan program. 
BKKBN merupakan salah satu dari lembaga yang memainkan peranan penting di dalam 
memberdayakan keluarga dan masyarakat. Pada dasarnya, kerjasama antara KPK dengan 
BKKBN telah cukup lama terjalin dalam rangka mengembangkan upaya pemberantasan 
korupsi melalui pendekatan keluarga. BKKBN ikut serta mensosialisasikan anti korupsi 
kepada setiap keluarga, terutama kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang memang 
menjadi fokus sasaran program dengan cara mengintegrasikan program keluarga 
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berencana dengan program anti korupsi. Akan tetapi upaya tersebut dirasa belum efektif 
dan maksimal. Strategi pencegahan korupsi berbasis keluarga dapat dirasa lebih efektif 
jika melibatkan kader ataupun penyuluh keluarga berencana yang paham akan situasi dan 
kondisi masyarakat di lapangan daripada hanya mengandalkan relawan baru. Selain itu 
pemanfaatan wadah masyarakat yang telah ada sebelumnya, misalnya PKK (Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKB-PAUD (Bina 
Keluarga Balita-Pendidikan Anak Usia Dini) akan dapat memberikan jangkauan 
program anti korupsi secara lebih luas. 
 
SIMPULAN DAN SARAN  
KPK telah berupaya mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang lebih 
masif terkait dengan pencegahan perilaku korupsi. Setelah fokus pada hanya perbaikan 
sistem untuk menutup celah terjadinya korupsi, KPK juga mencoba untuk 
mengembangkan berbagai upaya yang ditujukan kepada individu dan masyarakat luas. 
Salah satu upaya yang dikembangkan KPK adalah pencegahan terjadinya korupsi 
melalui pendekatan keluarga dengan fokus pada penanaman nilai-nilai kejujuran dalam 
keluarga. Dengan diawali dengan baseline study, proses intevensi melalui pilot project 
di 2 (dua) kota yaitu Prenggan dan Solo dilakukan dengan tujuan agar terbentuk generasi 
masyarakat anti korupsi. Sasaran intervensi program adalah keluarga yang memiliki anak 
usia 4-9 tahun dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut lebih mudah di dalam 
pembentukan karakter dan penanaman nilai positif. Intervensi difokuskan pada 3 (tiga) 
fungsi keluarga yaitu fungsi sosialisasi nilai, fungsi afeksi, dan fungsi identitas sosial di 
mana intervensi yang diberikan berupa pemberian materi serta keterampilan terkait 
internalisasi nilai kejujuran ke dalam keluarga. Selain fokus pada 3 (tiga) fungsi keluarga 
tersebut, terdapat peluang untuk mengembangkan strategi pemberantasan korupsi di 
level keluarga dengan melakukan optimalisasi fungsi-fungsi keluarga yang lain dalam 
menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi sejak dini sesuai dengan tahapan perkembangan 
usianya. Keluarga terutama orang tua dapat dijadikan sebagai garda terdepan dalam 
mencegah dan memerangi korupsi yang terjadi di tengah masyarakat. 
Berdasarkan hasil tinjauan terhadap strategi pemberantasan korupsi dengan 
optimalisasi fungsi keluarga, maka terdapat beberapa poin rekomendasi, antara lain: 1) 
Melakukan analisa mendalam terhadap hasil dari pilot project di 2 (dua) kota yaitu di 
Prenggan dan Solo sebelum melakukan intervensi secara lebih luas terhadap keluarga 
ataupun masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; 2)Melakukan kajian 
secara komprehensif dalam rangka mencari peluang di dalam penyusunan strategi 
intervensi beserta alat bantu yang lebih general dan dapat diaplikasikan pada setiap 
kondisi keluarga atau masyarakat; 3) Melakukan optimalisasi terhadap fungsi-fungsi 
keluarga yang ada dengan cara menambahkan 3 (tiga) fungsi keluarga lain, yaitu fungsi 
agama, fungsi cinta kasih, dan fungsi ekonomi, selain 3 (tiga) fungsi lain yang telah 
digunakan sebagai fokus internalisasi nilai-nilai anti korupsi; 4) Membuat suatu 
mekanisme intervensi yang juga mempertimbangkan keberadaan anggota keluarga lain 
(extended family) yang juga memiliki pengaruh terhadap anak sebagai fokus sasaran 
program; 5) Melibatkan instansi/lembaga lain sehingga dapat memaksimalkan sumber 
daya yang telah ada sebelumnya, baik dari segi tenaga yaitu dengan melibatkan kader 
dan penyuluh KB maupun dengan menggunakan wadah masyarakat setempat. 
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